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ABSTRAK

Kabupaten Sleman melakukan perubahan pada Peraturan Daerahnya tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi pnyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip
efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipas dengan memperhatikan bentuk dan
susunan pemerintahan Kab.sleman yang selanjutnya akan diatur dalam Raperda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk
menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah kabupaten Sleman pasca diberlakukannya
Perda No 8 tahun 2014 dan terkait formulasi kebijakan didalamnya. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Setelah data
dikumpulkan kemudian dianalisis.

Struktur organisasi yang dihasilkan dari Pembentukan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup empat hal yaitu :
‘division of labour yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah,
departementalization yaitu pembentukan unit-nit organisasi satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) berdasarkan perumpunan, span of control yaitu susunan organisas dalam setiap
SKPD dan delegation of authority yaitu pendelegasian wewenang ketingkat yang lebih
rendah dalam organisasi. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh
tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, Adanya pengaruh Kekuasaan
menyakut kewenangan dan otoritas. Adanya pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi
menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Goverment di Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulan, Pada pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisas Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman telihat jelas adanya
perubahan-perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman . Daam melakukan formulas
kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam melakukan
pelayanan masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang selalu dijaga dan
ditingkatkan kualitasnya.

Kata Kunci: Perda no 8 tahun 2014, Formulasi Kebijakan, Organisasi Perangkat Daerah.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan pemerintah
mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Akhirnya pada pertengahan tahun 2007 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi wewenang daerah provinsi maupun kabupaten/kota teraktualisasi dalam
keorganisasian perangkat daerah sebagal pembantu kepala daerah dalam menjalankan segala

urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.

Kelembagaan atau organisasi pemerintah saat ini memerlukan peningkatan kualitas
kinerja dalam setigp perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu
dan berkelanjutan. Keterlibatan bersama antarsektor dan bidang urusan penyel enggaraan
pemerintahan dalam pembangunan akan mempercepat terwujudnya kesej ahteraan
masyarakat. Dalam Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Kab.Sleman menjalankan
perizininan dalam satu dinas sga, sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinannya. Hal
ini dikarenakan banyaknya pertimbangan dan tuntutan masyarakat publik yang menginginkan
keefisienan waktu maksimal dan pelayanan yang prima. Sehingga masyarakat yang
membutuhkan perizinan seperti izin mendirikan usaha dan perizinan lainya, untuk jenis
pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dapat diproses di satu
SKPD sga. Maka perlu dilakukan penataan kelembagaan dengan menggabungkan pelayanan
jenis perizinan pokok dan perizinan operasional tertentu dan urusan penanaman modal

kedalam sebuah lembaga penyelenggara PT SP, sehingga dibentuk Badan Penanaman Modal



dan Pelayanan Perizinan (BPMP2). Dengan dibentuknya |embaga tersebut, maka fungs
pelayanan dan penandatanganan izin dilaksanakan oleh BPMP2, sementara fungsi penyiapan
rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu

perizinan.

Agar meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Sleman perlu dilakukan
penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dan dalam rangka
meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan
penataan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup. Juga
optimalisas fungsi pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh
karena itu satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditata ulang
berdasarkan pembagian tugas dengan pendekatan urusan pemerintahan. Berdasarkan amanat
Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dan untuk
melaksanakan ketentuan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru di
Kabupaten Sleman dalam mencapai sSisitem pemerintahan yang optima dan

mewujudkan Good Governance.



B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Pendlitian
Dari rumusan masalah diatas penelitian ini menggunakan studi kasus. Metode studi kasus
adalah uraian-uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagal aspek seorang individu,
suatu kelompok, suatu organisasi, suatu progam, situasi sosia (sutrisno, 2002). Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metodologi
kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini
diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian deskriptif bertujuan
mendeskripsikan, mencatat analisis,dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang
ini terjadi atau ada, dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi
mengenai keadaan saat ini.
1. Lokas Penelitian
Subyek Penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Sumber Data
Daam penelitan ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pegabat yang dianggap
mempunyai informasi kunci (key-informan). Lebih jelasnya kunci informas penelitian ini
adalah pemerintah Daerah Kabupaten Sleman maka data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data
ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek (informan) berupa informasi-
informasi yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Data primer dapat berupa opini
subjek (orang) secaraindividual atau kelompok.
Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluas kelembagaan

dan penataan struktur di Kabupaten Sleman tahun 2013-2015, yang diperoleh secara langsung



dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini
beberapa pgjabat dan pegawai yang ada di Kabupaten sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini
diperoleh melalui dokumen atau biografi, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian,
jurna ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang menunjukkan fakta tentang subjek yang diteliti
sehingga mempermudah peneliti dalam menemukan informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tehnik pengumpulan data untuk informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara
langsung dan mendalam dengan informan atau narasumber yang dianggap berkompeten
terhadap sesuatu permasalahan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenal
Formulasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2014, pendliti
melakukan wawancara dengan cara bertatap muka (face to face) dengan responden secara
langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti. Disini
penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pejabat dan pegawa yang bernama Bu
Sari Respati Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Daerah Kab.Sleman.

b. Dokumentasi

Peneliti memilih dokumentasi sebagai alat pengumpul data karena sebagian besar data dan
fakta terssimpan dalam bentuk dokumen yang akan mempermudah peneliti dalam menemukan
dan mengumpulkan subyek penelitian besertainformasi yang bersangkutan.

4. Teknik Analisis Data

Anadlisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertititk tolak pada permasalhan

kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.



PEMBAHASAN

Dalam era persaingan yang semakin Kketat, setigp organisasi harus senantiasa
mengevaluas kinerjanya, dan melakukan perbaikan agar tetap berkembang dan dapat
bersaing. Sehingga perbaikan yang dilakukan harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Konsep pengaturan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi (PP Nomor

41 tahun 2007) serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.

Perubahan dalam kelembagaan di Kabupaten Sleman yang telah dilakukan pada tahun
2014 sesuai yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Keputusan
mangemen yang menghasilkan suatu struktur organisas yang spesifik. Dan struktur
organisasi yang telah dihasilkan dalam pembentukan struktur organisas dan tata kerja
(SOTK) /kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup Pembuatan Organisasi

Perangkat Daerah ( kelembagaan ), yang meliputi:

1. Dasar pembentukan unit-unit organisas perangkat daerah (division of labour/work)

Kelembagaan sebagali salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
merupakan suatu hal yang mendasar untuk didesain sehingga dapat mendukung keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah. Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman salah satunya
diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah dengan berdasarkan pada

potensi, kharakteristik wilayah, kemampuan sumberdaya, dan kebutuhan daerah, serta



peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat

daerah.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 berdasarkan evaluasi
dalam pokok-pokok perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sleman nomor 9
tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman perlu
dilakukan perubahan, antaralain :

a. Pembentukan Badan Penamanan Moda dan Pelayanan Perizinan sebagai
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan menjalankan amanat dalam kebijakan pelayanan publik
dan reformasi birokrasi. Pembentukan lembaga ini mempengaruhi struktur organisasi
dan tata kerja (SOTK) organisasi perangkat daerah lainnya, sehingga beberapa
organisas perangkat daerah dilakukan perubahan baik penambahan maupun
penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik, antara lain,
Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan, serta Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal.
Dengan dibentuknya lembaga tersebut, maka fungsi pelayanan dan penandatanganan
izin dilaksanakan oleh BPMP2, sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan
fungsi pengendaian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu perizinan.
Pembentukan BPMP2 akan mempengaruhi Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) OPD lain sehingga beberapa OPD dilakukan perubahan baik penambahan
maupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik.

b. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan
Hidup dan Bidang Kebershan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan. Pembentukan lembaga ini didasarkan pertimbangan bahwa wilayah

Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan daerah kawasan resapan air, sehingga



perlu dilakukan pengendalian lingkungan terhadap seluruh kegiatan yang ada di
Kabupaten Sleman. Karena dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kebersihan,
pertamanan dan lingkungan hidup, kegiatannya sering tumpang tindih misanya
sosialisas lingkungan/ kebersihan, pengadaan prasarana sampah. Peningkatan eselon
KLH menjadi lembaga setingkat eselon 11 memungkinkan dibentuk Komisi Amdal
yang berperan mengendalikan dan melayani kegiatan yang memerlukan analisa
dampak lingkungan serta permasalahan lingkungan hidup dapat ditangani secara
terpadu. KLH yang semula terdiri dari 4 (empat) seks akan ditingkatkan menjadi 2
(dua) bidang dan dilakukan perubahan nomenklatur. Sedangkan fungs operasiond
pelayanan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah dibentuk UPT Pelayanan
Persampahan dan Air Limbah.

c. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan
dialihkannya fungsi penyaluran moda dengan pembentukan UPT Penguatan Modal
sekaligus untuk memperkuat penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD). Pembentukan UPT Unit Layanan Pengadaan di
DPKAD sekaligus menata nomenklatur dan fungsi Bidang Aset, DPKAD agar
fungsinyatidak tumpang tindih dengan UPT ULP.

d. Penataan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditata dengan
menggabungkan Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan menjadi Bidang Fisik dan
Prasarana yang terdiri dari Subbidang Tata Ruang dan Kawasan, Subbidang Sarana
dan Prasarana, serta Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Fungsi
perencanaan tata ruang detail dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
(DPUP).

Proses perubahan Organisasi Daerah di Kab.Sleman tidak lepas dari aturan hukum

yaitu peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang



mejadi pedoman dalam pembentukkan peraturan daerah. Dalam pembentukan atau perubahan
suatu Organisasi Perangkat Daerah harus melewati proses pelaksanaan kebijakan yaitu
Perumusan Kebijakan Oleh Eksekutif. Perumusan Kebijakan diawali dari pengumpulan
materi dan pengecekan peraturan peundang-undangan yag terkait sehinggatidak ada tumpang
tindih aturan hukum. Setelah diketahui bentuk lembaga yang disepakati, maka diawali
dengan identifikasi Organisasi Perangkat Daerah yang dituju dengan memperhitungkan
besaran atau beban melalui analisis jabatan dan beban kerja, serta mengidentifikasi payung
hukum apa sgja yang berimbas terhadap pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut.
Kemudian dilakukan analisa oleh eksekutif terkait alternatif lembaga yang dimungkinkan
untuk disusun dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan, sumber daya yang dipunya,

anggaran dan sarana prasarana.

Langkah kedua adalah Paparan Kepada Tim Pembina. Paparan dilakukan didepan
Tim Pembina dengan melibatkan SKPD Teknis terkiat dengan identifikas dan pembuatan
Design (designing) yang telah dilakukan sebelumnya. Dan oleh Tim teknis kemudian
disiapkan konsep Peraturan Daerahnya (PERDA), jika masukan-masukan tersebut seudah
disetujui. Selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu Prosess Di Tim Hukum. Tim Hukum
memegang peranan penting dalam hal mengidentifikas payung hukum dan tata cara

perundangan (legal drafting) dalam konsepsi pandangan hukum.

Dan tahapan keempat yaitu Proses Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
DPRD menjadi sektor yang mempengaruhi dalam menginisias perubahan dalam rapat
paripurna yang dilakukan untuk membahas perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
Pandangan-pandangan fraksi akan mempengaruhi dalam persetujuan rapat kerja DPRD

bersama Bupati yang terdokumen dalam Rislah Rapat Dewan.



Tahapan kelima melakukan Fasilitas Ke Provins. Fasilitas Ke Provins merupakan
unsur pendukung dalam melaksanakan perubahan Organisasi. Proses Fasilitasi dilakukan
denga cara memberikan berkas yang telah dikerjakan dan didiskusikan di DPRD untuk dicek
dan disempurnakan, apakah ada kesalahan dalam pemberkasan atau ada dengan penggunaan
dasar hukumnya terkait perubahan Organisasi. Selanjutnya tahapan kedelapan yaitu
Implementasi. Bagian akhir adalah implementasi yang merupakan pelaksanaan kebijakan
setelah disahkan dan diundangkan dalam rangka mensukseskan kebijakan sesuai dengan

tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan peroses rancangan sampai
membentuk suatu peraturan daerah baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus
dimaksimalkan dikarenakan agar dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliti
supaya dapat menganalisa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan juga supaya dapat

menekan atau menimalisir kerugian yang dipeoleh dalam penerapan produk hukum tersebut.

2. Pembentukan unit-unit organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

ber dasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (departmentalization)

Pembentukan Organisas Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip
organisas, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungs staf dan fungsi lini serta
fungs pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja

yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan Pembentukan unit-unit
organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pengelompokan urusan-
urusan pemerintah daerah yang mencakup kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah
Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Setiap

SKPD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan



asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pelimpahan wewenang yang menjadi suatu alur
koordinasi dalam birokras pemerintahan, menandakan adanya sikap loyaitas pada
kedudukan bawahan ke atasan sehingga dapat melengkapi dan membatu proses
penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungs sekretariat
yang membantu menyediakan serta mengoordinaskan SKPD dan tenaga ahli membuat
Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang

baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

3. Susunan organisas dalam setiap SKPD (span of control/size of departmentalization)

Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten/K ota terdiri dari; Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD. Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing- masing asisten terdiri
dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3
(tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian,
dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Dinas Daerah . Dinas terdiri dari 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)
subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Dan unit
pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan
fungsional. Lembaga Teknis Daerah. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling
banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta
kelompok jabatan fungsional. Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4
(empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang tercliri
dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Untuk kantor terdiri dari 1 (satu)

subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga)s eks.

Perubahan Susunan organisasi dalam setigp SKPD di Kabupaten Sleman, setelah

melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan



fungsinya maka kemudian dirumuskan kedalam naskah akademik, dari naskah akademik
yang telah dirumuskan baru disusunlah struktur organisasinya. Berkaitan dengan Penyusunan
regulas yang perlu juga ada perannya masyarakat dalam memberikan saran dan sebagai
pemberi informasi kepada pemerintah. Karena tanpa pemberian informasi pemeritah akan
sulit kesulitan dalam pembentukan regulasi. Informas itu juga bisa berupa kebutuhan
masyarakat. Dengan begitu pembentukan regulas berdasarkan informasi atau masukan
masyarakat maka akan terbentuk regulasi atau kebjakan yang efektif dan efisien untuk
masyarakat. Kaitannya dengan mengetahui kebutuhan masyarakat maka akan terbentuk
lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat dalam kenyataan yang ada dilapangan
diharapkan dapat terbentuk lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat guna
memberikan pelayanan yan maksimal. Selain itu juga untuk mengaplikasikan proses
demokrasi dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan.

4. Pelimpahan kewenangan (delegation of authority)

Daam menjaankan roda pemerintahan, pemerintah dalam membuat produk hukum
harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
dewasa ini pemerintah harus berpegangan pada undang-undang Nomor 12 tahun dan PP 41
tahun 2007 ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Terdapat 3 (Tiga) sumber
kewenangan, yakni satu sumber atribusi, pemberian kewenangan pada badan atau
lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun
pembentukan Undang-Undang. Kedua umber delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan
kewenangan dari bada/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung
jawab beralih pada penerima. Ketiga sumber mandat, adalah pelimpahan kewenangan dan

tanggu jawab masih dipegang oleh pemberi mandat.

Berkaitan pada kondis pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk

mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah. Kondisi ini



pada satu sisi dapat menjadi keuntungan ataupun menjadi beban bagi daerah serta menuntut
kesigpan pemerintah daerah dalam menjaankannya. Kabupaten Sleman yang telah
megeluarkan kebijakan pasca diberlakukannya Perda no 8 tahun 2014 memberikan
beberapa kebijkan seperti BPMP2 didesain menjadi lembaga yang memperoleh
kewenangan menerima berkas, mengkaji, memproses, dan menandatangani 6 (enam) jenis
izin utama dalam kerangka mengoptimalkan investas daerah yaitu perizinan bidang
pertanahan, bidang ke-PU-an, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang
penanaman modal, dan bidang kepariwisataan, dan menyelenggarakan urusan penanaman
modal. Proses pengolahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kepala OPD teknis,
namun dilaksanakan oleh personil BPMP2 dan melibatkan personil yang ditunjuk oleh
kepala OPD teknis perizinan sebagai anggota tim pelayanan perizinan. Jadi pemerintah
daerah harus siap berkreasi dan inovatif serta berusaha keras agar urusan penyelenggaraan
pemerintahanan daerahnya dapat berjalan dengan baik. Dan dengan menyiapkan formulas
kebijakan yang baik, tepat dan efektif maka akan mempermudah lgjunya suatu orgnaisas
yang prima.

B. Faktor-faktor yang mempengar uhi proses pembuatan K ebijakan publik :

1. Adanya pengar uh tekanan-tekanan dari luar

Adanya pengaruh tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil
keputusan. Pembuatan kebjakan publik harus didasarkan pada asumsi yang rasional yaitu
para pengambil keputusan harus mempertimbangkan aternatif-aternatif yang akan dipilih
berdasarkan penilaian yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan kebijakan itu
tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh

terhadap proses pembuatan keutusannya. .



Sehingga hal itu berarti faktor ini menjadi faktor penghambat dalam formulasi
kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan adanya desakan atau
tekanan dari luar akan mempengaruhi kinerja pembuat kebijakan yang harusnya dalam
menetukan formulasi kebijakan perlu memperhatikan kondisi wilayah organisasi, pola
masyarakat termasuk aspirasi dan lain hal sebagainya yang harus dipertimbangkan. Faktor ini
dapat mempengaruhi Dasar pembentukan unit-unit organisasi (Division of labour/work),
dikarenakan dalam formulas kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus
dimaksimalkan dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliliti supaya dapat
menguntungkan semua unsur yang terlibat. Dengan struktur komando dan birokrasi yang
sesuai dan juga meminimalisir kerugiaan yang diperoleh maka harus banyak menggunakan
tim ahli juga para pembuat kebijakan. Sehingga apabila terdapat tekanan diluar yang
mendesak, maka akan membuat prosesi pembuatan organisasi peraraturan daerah menjadi

tidak kondusif dan efektif.

2. Adanya pengar uh kebiasaan lama/masa lalu

Kebiasaan lama organisasi cendrung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para
pejabat publik kendati misalnya keputusan-keputusan itu telah dikritik sebagai sesuatu yang
salah dan perlu diubah. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh pejabat
publik yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau
menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para

pendahulunya.

Hal itu, berarti faktor ini bisa menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam
formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan apabila
yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang kurang baik ataupun negatif seperti kebiasaan-

kebiasaan lama yang diwarisi oleh pegjabat publik dalam hal pengambilan keputusan, dalam



hal rekutmen pegawai dan kebijakan lainnya maka akan berdampak negatif pada lingkungan
dan identitas organisasi tersebut. Sedangkan apabila yang mempengaruhi dan yang diikuti
adalah kebiasaan lama yang berdampak positif seperti pengambilan keputusan yang sangat
teliti dan dilakukan juga bukan hanya sekedar formal tetapi juga dilakukan secara informal
kepada yang bersangkutan dirasa sangat baik dan efektif untuk tetap diikuti. Adanya dari
kebiasaan lama suatu organisasi dapat dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi
desain formulas organisas yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisas (Division of
labour/work), dikarenakan dalam proses formulas kebijakan sering mengikuti kebiasaan
yang telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu yang terkadang dirasa masih bisa

diterapkan sampai sekarang.

Kebiasaan lama juga mempengaruhi desain formulas organisasi yaitu pada
Pembentukan unit-unit organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdasarkan
pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (departmentalization), sehingga dalam
pembentukan unit-unit organisas agar tidak terjadi tumpang tindih maka sering berpatokan
dengan keadaan real dilapangan sebagaimana yang dirasakan perlu diubah atau tidak suatu
SKPD seperti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pendahulu dalam hal ini khususnya

Kab.Sleman.

3. Adanya pengar uh sifat-sifat pribadi

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh
pembuat kebijakan. Misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan , seringkali faktor
sifat-sifat pribadi mempengaruhi pembuat keputusan berperan besar sekali. Dengan adanya
ego yang melandas pengambilan keputusan akan berdampak sangat besar dan luas baik
daam hal penerapan ataupun fisikologis pada para pelaku organisasi dalam lingkup

organisasi pemerintahannya maupun masyarakat.



Faktor ini menjadi sebuah faktor penghambat dalam formulas kebijakan organisas
pemerintahan baru, sehingga harusd dapat diminimalisirkan dari proses pengambilan
kebijkan. Dari Kabupaten Sleman sendiri telah dilakukan upaya agar pembuat kebijakan Iebih
demokratis dan memperhatikan jalur koordinasi agar kemudian mencapa mufakat dan
menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan yang diharapkan organisas maupun

masyarakat.

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi dapat
dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada
Dasar pembentukan unit-unit organisasi (Division of labour/work), dikarenakan dalam proses
formulas kebijakan sering dipengaruhi sifat pribadi sehingga sering terjadi politiksasi yang
mewarnai dalam pembentukan Organisass Perangkat Daerah sehingga terkesan
menguntungkan sebagian unsur sgja, seperti rekrutmen pegawai. Daam Pelimpahan
kewenangan (Delegation of autority) juga dapat mengakibatkan pelimpahan wewenang yang
dapat memberatkan pihak yang dilimpahkan apabila tidak sesuai dengan porsi yang
seharusnya tanpa berkonsultasi ataupun konfirmas sebelumnya. Walaupun di Kab.Sleman
pengaruh sifat pribadi dirasa tidak ada dikarenakan adanya unsur profesionalitas dan saling

mengawasi juga mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

4. Adanya pengaruh Kekuasaan

Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberi  kritik atas
pengkajian yang dilakukannya dalam organisasi. Kepala Daerah Kab.Sleman yaitu Bupati
Sleman sangat berpengaruh dalam perubahan yang terjadi pada SKPD di Kab.Sleman.
Adanya pengaruh Kekuasaan yang menjadi faktor dalam suatu kebijkan membuat Pimpinan
harus lebih bijaksana dan penuh dengan pertimbangan dalam suatu perbaikan. Agar

mewujudkan pelayanan yang prima dan mampu bersaing secara positif dengan Pemerintah



Daerah lainnya dalam hal pelayanan. Para aktor yang terkait dalam proses formulasi
kebijakan diharapkan untuk lebih memihak kepentingan publik agar dapat dirasakan manfaat

dari diberlakukannya kebijakan atau peraturan tersebut.

Sehingga ha itu menjadi suatu faktor pendukung formulasi kebijakan organisasi
kelembagaan organisasi perangkat daerah baru dalam pembentukan organisasi. Adanya faktor
pengaruh kekuasaan juga dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu
pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (Division of labour/work), dikarenakan dalam
proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi kekuasaan pimpinan sebagai pemegang
kebijakan yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang akan dibuat. Adanya pengaruh
kekuasaan juga mempengaruhi pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan
pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (Departmentalization) yaitu dapat
mempengaruhi setiap perumusan kebijakan teknis harus disesuaikan dengan lingkup tugasnya
agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi atara SKPD satau dengan
yang lainnya. Juga susunan organisasi dalam setigp SKPD (span of control/size of
departmentalization) dalam perubahan Susunan organisasi dalam setigp SKPD dapat
dipengaruhi melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan

tugas dan fungsinya yang diwarnai oleh poltik.

5. Adanya pengaruh Teknologi

Melaui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modd
menegaskan bahwa dapat memproses pengel olaan layanan perizinan dan non-perizinan yang
dimulai dari tahap permohonan sampal dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya
sendiri agar memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia,
tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan

pengaduan serta keberadaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi



Secara Elektronik) yang berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar

lebih menguasai perkembagan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman.

Adanya pengaruh teknologi dalam penerapan E-Goverment di Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman dirasa cukup berjalan dengan baik. Dari contoh pelayanan informasi dari
website yang selau up to date dan aktif dalam pengelolaanya menjadikan data yang
diperoleh lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga hemat waktu dan biaya. Dengan
demikian, pemerintah juga dapat berbagi informasi tentang sukses e-Layanan mengambil dan
pemanfaatan untuk |ebih mendorong warga penggunaan E-layanan (E-Services

Sehingga faktor teknologi menjadi pendukung terkait dalam proses formulasi
kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkt daerah Kab.deman yang dirasa sangat
mendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan e-Layanan
pemerintah harus pro-aktif melibatkan diri dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran,

mempromosikan dan mempopul erkan penggunaan e-layanan.

Adanya faktor pengaruh Teknologi dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan
organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (Division of labour/work) yang
memperhatikan penggunaan E-layanan (E-Services) dalam penerapan E-Goverment di
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman , dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan
teknologi yang semakin berkembang membantu proses layanan data dan informasi semakin
mudah diakses sehingga pada pembentukan unit-unit organisasi dapat diperhatikan faktor

pegawai dan SKPD yang harus mengikiuti perkembangan tekonologi.



PENUTUP

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Pasca diberlakukannya Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2014 terlihat perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman, diantaranya
pembentukan Badan Penamanan Moda Dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan
menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah terkait dengan dialihkannya fungs penyaluran modal dengan pembentukan UPT
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Struktur organisasi yang dihasilkan Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK) /kelembagaan perangkat daerah mencakup empat hal yaitu division of labor/work
yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi peragkat daerah. Departmentalization mengacu
dalam pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan
tugas dan fungsi Setigp SKPD pemerintah daerah. span of control/size of departmentalization
adalah susunan organisas dalam setiap SKPD dirumuskan kedalam naskah akademik dan
disusunlah struktur organisasinya. Serta delegation of authoriity adalah pelimpahan
kewenangan membuat produk hukum tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dalam bentuk hirarki.



Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan yang belum matang. Dan adanya
pengaruh kebiasaan lama cendrung akan diikuti, kendati akan lebih baik diperbaiki dan harus
saring agar tidak merugikan organisasi. Juga adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, harus
dilepaskannya ego dari pimpinan membuat proses perancanaan organisasi menjadi lebih baik.
Adanya pengaruh Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberian kritik
atas pengkajian dalam organisasi. Adanya pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi menjadi
dasar pertimbangan dalam penergpan E - Goverment di Pemerintah Daerah Kabupaten

Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman .

Saran

Saran penulis kepada para pembuat kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa
dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan
organisas dalam melakukan pelayanan masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan
publik yang selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Juga dalam mengahadapi faktor yang
menjadi penghambat dalam melakukan proses formulas kebijakan diharapkan bisa tetap
ditangani dengan profesionalitas dan lebih dlektif daam menemukan formula dalam
pembentukan kebijakan. Pasca diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah diharapkan Pemerintah Kab.Sleman dapat bekerja optimal, efektif, efisien
daam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada pembuat
kebijakan tertinggi di Kab.Sleman tetap selalu menginspirasi untuk bawahan dan

masyarakatnya, dan menjadi pemimpin yang bisa membawa kearah perubahan yang baik.
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